SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA. Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah-memeriksa mengadili. dan menjatuhkan

putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal

di Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini telah memberi kuasa
dan memilih domisili hukum di tempat kuasanya kepada Dr.
Bram B. Baan, S.Si.,, S.H., M.H., Advokat dan Penasihat
Hukum pada Kantor Hukum BAAN & Partners, beralamat di
Komplek Bintang Metropole Blok A8 No. 2 Bekasi Utara,
Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa
tertanggal 09 Mei 2022 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor:
602/Adv/IV/2022/PA.Ckr, tertanggal 10 Mei 2022, semula

sebagai Termohon sekarang sebagai Pembanding;

lawan

Terbanding, agama Islam, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, dalam

hal ini telah memberi kuasa dan-memilih domisili hukum di
tempat kuasanya kepada Ramayani Darwis, S.H., M.H.,
Advokat/Penasihat Hukum pada Law Office RAMAYANI
DARWIS, S.H. & ASSOCIATE, alamat di Komplek Puri Asih
No. 33 RT. 04 RW. 17, Gg. PGRI, Kel. Jakasetia Pekayon,
Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 14 Desember 2021 yang telah didaftarkan
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan
Nomor: 1714/Adv/XI1/2021/PA.Ckr., tertanggal 16 Desember
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2021, semula sebagai Pemohon, sekarang sebagai

Terbanding;
Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan
perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan
Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Ckr. tanggal
14 April ‘2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1443

Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak 1
(satu) raj’i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan

Agama Cikarang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon;

3.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh
juta rupiah);
3.2. Mut’ah berupa uang sejumlah Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta
rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut’ah tersebut

pada angka 3.1 dan 3.2 sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp. 290.000 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut - disampaikan kepada Pemohon dan
Termohon pada hari Senin tanggal 18 April 2022 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 17 Ramadhan 1443 Hijriyah oleh Ketua Majelis

tersebut secara e-litigasi;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut,

Termohon/Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Selasa,
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tanggal 10 Mei 2022 sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Ckr.
dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa

Terbanding pada tanggal 19 Mei 2022;

Bahwa Termohon/Pembanding telah mengajukan Memori Banding
tanpa tanggal bulan dan tahun-sebagaimana Tanda Terima Memori Banding
yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang tanggal 24 Mei 2022,
pada pokoknya keberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Cikarang
Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Ckr. tanggal 14 April 2022 dan memohon

kepada Majelis sebagai berikut:
Primer

1. Menyatakan menolak putusan Pengadilan Agama  Cikarang Nomor
<No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Ckr.

2. Menyatakan bahwa perkara Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Ckr.

memenuhi kriteria atas nebis in idem, atau

3. Menghukum Termohon Banding untuk membayar mut’ah yang lebih

memenuhi rasa keadilan
Subsider

Atau apabila Majelis hakim yang memeriksa pada tingkat banding

berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa Memori. Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa
Terbanding pada hari-Kamis, tanggal 09 juni 2022 sesuai Relaas
Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor
<No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Ckr. tanggal 09 Juni 2022,

Bahwa Terbanding telah pula mengirimkan Kontra Memori Banding
tertanggal 14 Juni 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Bandung cqg. Majelis Hakim yang mengadili dan

memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pemohon Banding untuk seluruhnya;
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2. Menguatkan putusan Pengadilan  Agama  Cikarang Nomor
<No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Ckr.;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama
Cikarang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 29 juni 2022
menerangkan bahwa -~ Relaas Pemberitahuan Kontra Memori Banding
sampai perkara banding ini- dikiim belum diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Cikarang dari Pengadilan Agama Bekasi;

Bahwa pihak Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage
pada tanggal 09 Juni 2022 dan Kuasa Pembanding telah melakukan inzage
sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (Inzage) yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Ckr.
tanggal 16 Juni 2022;

Bahwa pihak Terbanding telah diberitahukan pula untuk melakukan
inzage. pada tanggal 06 Juni 2022, akan tetapi pihak Terbanding tidak
melakukan inzage sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Ckr. tanggal
20 Juni 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar pada register
banding di-Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal
29 Agustus 2022 dengan Register Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.
dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang dengan
surat Nomor W10-A/2662/HK.05/VI11/2022 tanggal 29
Agustus 2022 yang tembusannya disampaikan kepada

Pembanding/kuasanya dan Terbanding/kuasanya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama
berkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena Pembanding dalam hal

ini memberikan Kuasa kepada Dr. Bram B Baan, S.Si., S.H., M.H. adalah
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Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Baan & Partners yang
beralamat di Komplek Bintang Metropole Blok A 8 Nomor 2 Bekasi Utara
Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat sebagaimana tersebut di atas, surat kuasa
mana telah diperiksa dan memenuhi syarat formil dan materil sesuai
ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 1994 dan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-
Undang Nomor 10 Tahun - 2020 tentang Bea Meterai, karenanya para
advokat tersebut -mempunyai legal standing untuk beracara pada Tingkat
Banding mewakili kliennya masing-masing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan
Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan
permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding
pada tanggal 10 Mei 2022, sedangkan perkara a quo diputus pada tanggal
14 April 2022 dan disampaikan kepada Pemohon dan Termohon pada
tanggal 18 April 2022 secara litigasi, bahwa permohonan banding diajukan
pada tanggal 10 Mei 2022, karenanya permohonan banding Pembanding
digjukan. dalam ' tenggat <14 (empat belas) hari kerja. Hal ini telah
bertentangan dengan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 bahwa untuk menghitung
putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dipergunakan hari kalender
bukan hari kerja, sehingga permohonan banding yang diajukan Pembanding
telah lewat waktu dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20
Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura menyatakan:
“‘Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat
atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan

untuk memajukan permintaan itu kepada Panitera Pengadilan Negeri yang

Him. 5 dari 9 him. Put. No.<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg



menjatuhkan putusan dalam empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya
hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan”;

Menimbang, bahwa ketentuan 14 (empat belas) hari dalam Undang-
Undang yang berlaku di Mahkamah Agung hampir seluruhnya berbunyi
seperti itu, seperti halnya Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun-1985 Tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2004 dan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tenggang waktu
tersebut - menimbulkan multi tafsir, apakah hari kerja atau hari kalender.
hanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memberi penjelasan sebagaimana
ketentuan Bab | Pasal 1 angka 31 yang berbunyi: “Satu hari adalah dua
puluh empat jam dan satu bulan adalah waktu tiga puluh hari”’ artinya

adalah hari kalender;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah memberikan
patokannya dalam surat edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun
2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana
Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi
pengadilan (“sema 7/2012”) sebagai berikut: “patokan hari
kalender, jika tenggang waktu akhir jatuh pada hari libur maka

dihitung pada hari kerja berikutnya”;

Menimbang, bahwa BUKU Il TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
TUGAS DAN ADMINISTRSI PERADILAN ~AGAMA (MARI Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2014) halaman 5 dan 6 tentang
Pendaftaran Perkara dan Permohonan Banding disebutkan bahwa
‘Permohonan banding dapat diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari
setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan dalam hal tersebut
diucapkan di luar hadir. Perhitungan waktu 14 (empat belas) hari dimulai

pada hari berikutnya (besoknya) setelah putusan diucapkan atau setelah
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putusan diberitahukan dan jika hari ke 14 (empat belas) jatuh pada hari libur,

maka di perpanjang sampai hari kerja berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tanggal
28 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno
Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksaanaan
Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Kamar Agama Huruf C angka 5 point c
menyebutkan bahwa “untuk menghitung putusan telah Berkekuatan

Hukum Tetap (BHT) dipergunakan hari kalender, bukan hari kerja”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka
ketentuan tenggang waktu banding baik pidana maupun perdata harus
ditafsirkan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012
dan Nomor 5 Tahun 2021 a quo bahwa untuk menghitung putusan telah
Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dipergunakan hari kalender, bukan

hari kerja;

Menimbang, bahwa aplikasi e-litigasi pada SIPP Pengadilan Agama
dalam e-filling masih menggunakan hari kerja sesuai Peraturan Mahkamah
Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penerapan Administrasi
Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang bertentangan dengan SEMA
Nomor 5 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang tenggang waktu upaya hukum
adalah “hukum acara” sedangkan Aplikasi e-litigasi adalah “administrasi
perkara secara elektronik”, oleh karena itu perhitungan hari dari
Pembanding sudah tidak relevan, karena penghitungannya berdasarkan
hari kerja, sehingga bertentangan dengan SEMA Nomor 5 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Agama Cikarang
a quo disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan
pada tanggal 18 April 2022 sedangkan permohonan banding diajukan secara
elektronik pada tanggal 10 Mei 2022, maka Majelis Hakim Tingkat Banding
menyimpulkan bahwa permohonan Banding Pembanding telah diajukan
lewat dari 14 (empat belas) hari, karena itu formal harus dinyatakan tidak

dapat diterima;

Him. 7 dari 9 him. Put. No.<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg



Menimbang, bahwa karena tidak memenuhi syarat formal, maka
pokok perkara tidak dapat diperiksa lebih lanjut, sehingga memori banding

dan kontra memori banding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka
biaya yang timbul dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan
untuk tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan
Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

I. =~ Menyatakan permohonan banding Pembanding formal tidak @ dapat

diterima;

II.. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat
banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 15 September
2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syafar 1444 Hijriah, oleh kami
Drs. H. Ma’'mur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhyiddin, M.H. dan
Drs. H. Asep Saepuddin M., S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota
yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan
Penetapan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 29 Agustus 2022,
putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan
dibantu oleh Pipih S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri

oleh Pembanding/Kuasanya dan Terbanding/Kuasanya;
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Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Ma’mur, M.H.

Hakim Anggota Hakim Anggota
ttd ttd
Drs. H. Muhyiddin , M.H. Drs. H.' Asep Saepudin,M.,S.Q.

Panitera Pengganti

ttd
Pipih S.H.
Perincian Biaya:
1. Biaya proses : Rp 130.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00 +
Jumlah :"Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.
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